
 
 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR   38   TAHUN 2020 
 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang 

 

: a.  bahwa untuk melaksanakan  ketentuan dalam Pasal 

28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kearsipan, Pimpinan Unit Pengolah 

bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan 

Arsip Vital berdasarkan Program Arsip Vital; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bangka Selatan tentang Pedoman pengelolaan 

Arsip Vital di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten 

Bangka Selatan; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

  2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 

Kabupaten Belitung Timur Di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  



  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5071);  

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia    Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang 

Penyusutan Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

  8. 
 

 
 

 

9. 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2005  tentang Pedoman Perlindungan, 

Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital Negara. 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 49 Tahun 2015  tentang Pedoman Program 

Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik 

Indonesia. 

 

 

 



  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 

17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 

2016 Nomor 17), Sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 

Tahun 2019( Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan Tahun 2019 Nomor 5); 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di 

Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 16);  

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 

15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011 Nomor 15); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN 

BANGKA SELATAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 



5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

6. Kearsipan Adalah pengelolaan catatan rekaman 

kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai 

kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip 

yang dibuat maupun diterima, agar mudah ditemukan 

kembali jika diperlukan.  

7. Arsip vital adalah arsip Dinamis yang keberadaannya 

merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan 

operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan 

tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan 

selama jangka waktu tertentu. 

9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya 

tinggi dan/atau terus menerus. 

10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi 

penggunaannya telah menurun. 

11. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta 

keberadaan sarana bantu untuk mempermudah 

penemuan dan pemanfaatan arsip. 

12. Daftar Arsip Vital adalah daftar yang sekurang- 

kurangnya memuat nomor urut, kode klasifikasi, 

deskripsi arsip vital, tahun, volume, tingkat keaslian 

dan keterangan. 

13. Identifikasi Arsip Vital adalah kegiatan pendataan dan 

penentuan arsip yang memenuhi kriteria sebagai arsip 

vital. 

14. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai 

kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 

dinamis. 

15. Pengguna Arsip adalah orang atau unit kerja yang 

mempunyai hak akses untuk menggunakan arsip. 



16. Pemencaran (dispersal) adalah metode pelindungan 

arsip vital dengan melakukan pemencaran arsip hasil 

duplikasi (copy back up) ke tempat penyimpanan arsip 

pada lokasi yang berbeda. 

17. Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan 

fisik arsip vital yang rusak akibat bencana atau lainnya. 

18. Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pengumpulan 

data tentang jenis, jumlah, media, lokasi, dan kondisi 

ruang penyimpanan arsip. 

19. Penduplikasian adalah metode pelindungan arsip vital 

dengan melakukan penggandaan (back up) arsip dalam 

bentuk media yang sama atau berbeda dengan arsip 

yang asli. 

20. Pengamanan Arsip Vital adalah suatu kegiatan 

melindungi arsip vital baik fisik maupun informasinya 

terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan. 

21. Penyimpanan Khusus (Vaulting) adalah metode 

pelindungan arsip vital dengan melakukan 

penyimpanan arsip pada tempat atau sarana khusus. 

22. Pelindungan Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk 

mengamankan, menyelamatkan, dan memulihkan arsip 

vital dari kerusakan, hilang atau musnah baik secara 

fisik maupun informasi yang diatur melalui suatu 

prosedur tetap. 

23. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah 

semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan 

arsip di lingkungannya. 

24. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

25. Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang 

memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang 

pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan di 

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

(1) Maksud Penyusunan Penyelenggaraan Arsip Vital 

adalah sebagai petunjuk/pedoman dalam rangka 

mengelola arsip vital di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Arsip 

Vital adalah terselamatkannya arsip vital, serta adanya 

ketepatan, keseragaman dan keamanan dalam 

menyimpan dan melindungi arsip vital di Pemerintah 

Daerah. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup pedoman pengelolaan arsip vital adalah : 

a. identifikasi; 

b. penataan; 

c. perlindungan dan pengamanan; 

d. penyelamatan dan pemulihan; dan 

e. akses dan layanan.  

 

Pasal 4 

Pedoman Pengelolaan Arsip Vital sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IV 

SUMBER DAYA  MANUSIA 

Pasal 5  

(1) Sumber Daya Manusia pengelola arsip vital adalah 

Arsiparis/Pengelola Arsip yang diberi kewenangan 

untuk mengelola arsip vital di lingkungan Pemerintah 

Daerah. 

(2) Sumber Daya Manusia pengelola arsip vital selain 

mengelola arsip vital sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) juga wajib melaporkan setiap adanya 

penambahan ataupun pengurangan berkas arsip vital 

yang ada di unit kerjanya kepada unit kearsipan 

dengan melampirkan daftar arsip vital yang dikelola. 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan. 

 
 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal  28  Juli 2020 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

 

                 JUSTIAR NOER 

 
 

 

 

Diundangkan di Toboali 

pada tanggal  28 Juli 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

     KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 

 

               ACHMAD ANSYORI 

 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 38 


